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BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Aktivitas Pemberian Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu (PPTSP) Kota Cimahi
Aktivitas pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, khususnya pemberian pelayanan pada loket satu yang diantaranya melayani perizinan Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan meliputi :

1. Perizinan Pemanfaatan Ruang (PPR);

2. Izin Lokasi (IL);

3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pelayanan Yang diberikan pihak aparatur yang berada pada loket satu di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, melayani pemohon dengan ramah dan sopan serta memberikan berkas permohonan sesuai yang dibutuhkan pemohon dan memberikan penjelasan teknis pengisiannya sampai pemohon yang bersangkutan jelas. Untuk melengkapi permohonan, pihak aparatur menganjurkan persyaratan Izin Mendirkan Bangunan (IMB) sebagai berikut :

1. Photo copy KTP atau tanda bukti diri dari pemohon.

2. Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum.

3. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

4. Photo copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah lainnya.

5. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Photo copy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

7. Surat pernyataan / surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya.

8. Surat pernyataan menyediakan lahan parkir bagi bangunan ruko, perusahaan, industri dan tempat rekreasi, sebagaimana tercantum dalam gambar situasi/Gambar Tapak Bangunan;

9. Gambar Konstruksi Bangunan yang sudah ada / Rencana Gambar Konstruksi Bangunan yang sudah disahkan oleh Dinas Tata Kota;
10. Perhitungan konstruksi bangunan baja dan atau beton apabila bangunan bertingkat, serta penyelidikan tanah/zondering tanah;

11. Photo copy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL),  bagi bangunan perusahaan yang wajib memiliki;

12. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga   sekitarnya bagi bangunan rumah tinggal bertingkat, Perusahaan dan Industri, yang diketahui oleh RT, RW, Lurah;

13. Untuk perombakan, perubahan dan  penambahan diketahui cukup RT, RW;
14. Tanda lunas PBB tahun terakhir.
15. Persyaratan lainnya dari Dinas terkait bila dipandang perlu;
Diharapkan dari pihak pemohon, agar melengkapi sebagaimana persyaratan diatas yang di anjurkan oleh pihak aparatur loket satu khusus nya permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari ketentuan persyaratan yang telah diminta.

Setelah dirasa cukup  permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Langkah berikut aparatur mencatat setiap pengeluaran berkas permohonan ke dalam buku Register Pendaftaran Izin, yang dimaksudkan untuk mendata seberapa banyak lampiran berkas permohonan yang masuk dari kurun waktu yang sudah ditentukan.

Untuk selanjutnya menerima berkas permohonan dan mengecek secara administrasi formulir yang sudah diisi oleh pemohon, dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan formulir persyaratan yang diminta, apabila dirasa masih kurang atau membutuhkan persyaratan yang masih kurang, pihak aparatur berhak untuk meminta kekurangannya agar memenuhi kelengkapannya demi lancarnya prosedur pelayanan. Apabila persyaratan sudah memenuhi syarat maka berkas pemohon diterima pihak aparatur untuk melakukan entri data pemohon pada aplikasi SIM (Sistem Informasi Managemen) IMB, dimaksudkan untuk mengetahui laju proses berkas permohonan yang masuk.

Langkah berikut mempelajari berkas permohonan izin disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) dan peruntukan lahan di wilayah Kota Cimahi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah merupakan penyelaras strategis serta merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi Jawa Barat dengan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cimahi yang dituangkan ke dalam struktur dan pola tata ruang wilayah Kota Cimahi. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Cimahi dan Prosedur tetap / Standard  Operating Procedure (SOP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai berikut:
1. Setiap bangunan yang ada di Kota Cimahi.

2. Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Kota Cimahi.
3. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan di dalam atau di atas permukaan tanah dan di perairan, baik yang bersifat permanen atau tetap dan sementara. 

4. Bangunan Pokok adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam satu persil.
5. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang mempunyai fungsi penunjang dari bangunan pokok;
6. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat/ mengubah, memperbaharui/ memperbaiki, menambah/ memperluas bangunan.
7. Rumah Tinggal adalah bangunan yang di peruntukan sebagai tempat tinggal/kediaman oleh perorangan atau suatu keluarga dengan sarana prasarana/fasilitas yang memadai. 

8.  Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
9. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.

10. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Non Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA);
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Cimahi dan Prosedur tetap / Standard  Operating Procedure (SOP). Dari beberapa karakter perizinan Izin mendirikan Bangunan (IMB) diatas, dimaksudkan untuk mengantisipasi percepatan pertumbuhan pembangunan dan menjamin tata tertib, kenyamanan, keselamatan bangunan yang ada di Kota Cimahi, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang senantiasa meningkat. Dimana setiap bangunan yang berdiri harus ditangani dan dikelola sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi.
Apabila persyaratan yang telah dipelajari oleh aparatur dan dirasa sudah memenuhi syarat maka untuk langkah selanjutnya menyerahkan berkas permohonan izin kepada Petugas Verifikasi untuk dipelajari dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selanjutnya menyampaikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon, apabila berkas permohonan sudah lengkap dan dapat diproses lebih lanjut dapat diterbiterbitkan izinnya. Seiring berjalannya pemrosesan berkas permohonan pemohon, segala bentuk proses dilakukan oleh pihak PPTSP sementara pemohon tinggal menunggunya.

Menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), apabila perlu diadakan pembahasan oleh TKPRD atas persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dengan maksud berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang sudah lengkap dan sudah di tanda tangani pihak kepala Kantor Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), di rasa membutuhkan tinjauan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka berkas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan perlu di teliti oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, untuk proses perizinan. 

Menyampaikan informasi penolakan secara lisan maupun tertulis kepada pemohon apabila berkas permohonan tidak lengkap dan menyerahkan kembali berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dengan maksud setelah diteliti lalu di proses berkas permohonan perizinan dan dirasa masih kurang memenuhi syarat maka selebihnya berkas permohonan untuk dilengkapi oleh pemohon. 

Selanjutnya menyerahkan berkas yang sudah lengkap untuk dilegalisasi oleh Kasi Pelayanan dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Apabila berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan sudah lengkap maka pihak PPTSP yang diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, untuk dilegalisasi dan diberikan Izinnya.

Menyampaikan informasi penolakan dan pemrosesan berkas izin lebih lanjut kepada pemohon, atas persetujuan dari Kasi Pelayanan dan Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Disini dijelaskan Berkas Permohonan itu diizinkan atau Tidaknya. Dengan cara pihak Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) memberitahukan berkas izin tersebut lewat pihak PPTSP yang menghubungi pemohon.

Membuat surat perintah atau surat tugas bagi tim teknis untuk melakukan pengecekan atau peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).Yang dimaksudkan adalah Pihak kepala Kantor Pelayanan perizinan  Terpadu Satu Pintu memberikan wewenang kepada aparatur loket satu untuk peninjauan kelapangan agar sesuai dengan apa yang tertulis di dalam prosedur permohonan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan.

Mengkoordinir dinas terkait yang tergabung dalam tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berikut membuat laporan hasil perhitungan retribusi. Maksudnya Pihak aparatur Pelayanan perizian Terapadu Satu Pintu (PPTSP) mengajak segenap aparatur Tim Teknis yang terdiri dari Dinas Pemerintahan Umum (PU) dan PPTSP loket satu bagian teknis untuk peninjauan lapangan dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan menyangkut perhitungan retribusi perizinan.

Menerbitkan rekomendasi tim teknis terhadap permohonan yang telah dilakukan peninjauan atau pengecekan lapangan mengenai bisa tidaknya permohonan tersebut diproses diterbitkan izinnya. Dengan maksud disini apabila sudah dilakukan peninjauan ke lapangan dan mendapatkan halsilnya, maka proses perzinan untuk langkah berikutnya bisa diketahui bahwa perizinan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dapat dilaksanakan sesuia prosedur perzinan. 

Setelah prosedur permohonan perizinan Izin Mendirikan Bangunan melau proses dan tahap-tahap perizinan sudah lengkap meliputi : Prosedur, Persyaratan, Waktu Pemrosesan, dan Biaya. Selanjutnya mengadakan  rapat pembahasan terhadap izin-izin yang perlu dibahas atau bermasalah dan mebuat kesimpulan berita acara rapatnya.

Untuk selanjutnya apabila prosedur permohonan Izin Mendirikan Bangunan selesai dalam artian selesai dan siap. sebelum diterbitkan kepada pemohon maka pihak aparatur menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar untuk dicetak izinnya melalui sekretaris.

Dan selanjutnya pihak aparatur loket satu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, Kepala kantor Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.

Dari Aktivitas pemberian pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu (PPTSP) Kota Cimahi di atas, bahwa permohonan perizinan pembuatan Izin mendiriakan Bangunan, banyak melalui beberapa proses atau tahap-tahap yang dilakukun pihak Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu (PPTSP) dan juga Pemohon. Yang bertujuan mendapatkan perizinan Izin mendirikan Bangunan bagi Pemohon yang akan mendirikan bangunan.
4.2 Interaksi Antara Konsumen Dengan Aparatur Dalam Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi
Interaksi disini lebih mengarah ke interaksi dua arah, dimana terjadi percakapan atau komunikasi antara pemohon dan pejabat setempat atau aparatur. Dikarenakan pemohon yang berkepentingan  menuju ke lokasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, langsung menghubungi bagian operator menanyakan permohonan yang akan diajukan dan diarahkan menuju loket satu untuk info lebih jelasnya, karena bertujuan untuk mengurus izin mendirikan Bangnan.

Terjadinya percakapan antara tamu atau pemohon dengan pelayan atau aparatur loket satu, dimana di loket satu dijelaskan sekaligus diberikan arahan dalam proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk selanjutnya pemohon bertanya kepada aparatur mengenai prosedur perizinan dari mulai persyaratan sampai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon. Sementara dari pihak aparatur memberikan arahan dan anjuran yang harus dipersiapkan oleh pihak pemohon mengenai perizinan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, sampai akhirnya pemohon jelas dan mengikutiprosedur yang diberikan pihak Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.

Semua interaksi yang dilakukan pihak aparatur kepada pemohon mengenai Izin Mendirikan Banguan dimaksudkan agar adanya hubunga timbal balik yang sinkron anatara pelayan dengan yang dilayani (Pemohon).  
4.3 Memecahkan Permasalahan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi

Pemecahan permasalahan mengenai permohonan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), maka pihak PPTSP memberikan rekomendasi kepada Tim Teknis untuk merencanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terkait dengan aspek teknis Tata Ruang, Tata Bangunan, Perdagangan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan pendidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan oleh Tim Teknis Pelayanan perizinan Terpadu Kota Cimahi terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan, dimana disertakan dengan Nama Pemohon, Alamat pemohon, Jenis Usaha atau Kegiatan, Nama Perusahaan, Lokasi, dan Jenis Izin.

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami selaku Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Tim Pendukung Percepatan Pelayanan perizinan Kota Cimahi, menyatakan rekomendasinya antara setuju atau tidak setuju dimana disetujui oleh tiga orang yang disebut Tim Teknis.

Pemecahan permasalahan yang dibahas menyangkut prosedur permohonon perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengenai persyaratan diantaranya:

1. Photo copy KTP atau tanda bukti diri.

2. Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum.

3. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

4. Photo copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah lainnya.

5. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Photo copy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

7. Surat pernyataan / surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya.

8. Surat pernyataan menyediakan lahan parkir bagi bangunan ruko, perusahaan, industri dan tempat rekreasi, sebagaimana tercantum dalam gambar situasi/Gambar Tapak Bangunan.
9. Gambar Konstruksi Bangunan yang sudah ada / Rencana Gambar Konstruksi Bangunan yang sudah disahkan oleh Dinas Tata Kota.
10. Perhitungan konstruksi bangunan baja dan atau beton apabila bangunan bertingkat, serta penyelidikan tanah/zondering tanah.
11. Photo copy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL),  bagi bangunan perusahaan yang wajib memiliki
12. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya bagi bangunan rumah tinggal bertingkat, Perusahaan dan Industri, yang diketahui oleh RT, RW, Lurah
13. Untuk perombakan, perubahan dan  penambahan diketahui cukup RT, RW.
14. Tanda lunas PBB tahun terakhir. 
15. Persyaratan lainnya dari Dinas terkait bila dipandang perlu.

Dengan ini dilihat dari ketentuan prosedur persyaratan diatas dan kelengkapannya maka Tim Teknis merekomendasikan Setuju atau Tidak Setuju, apabila hasilnya Setuju maka akan ditandatangani oleh tiga orang aparatur dimana dua orang aparatur menandatangani setuju dan satu orang aparatur menandatangani tidak setuju. Dan apabila hasilnya Tidak Setuju maka dua orang aparataur menandatangani tidak setuju dan satu orang menandatangani setuju.

Alasan jika Tidak Setuju dikarenakan tidak sesuai dengan PERDA 37 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 5 sebagai berikut:

(1) Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan dan atau penangguhan bangunan, sehubungan penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud, maka dapat ditangguhkan sampai pada penyelesaian sengketa;

(2) Walikota dapat menarik kembali/membatalkan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan   apabila :

a. Adanya pelanggaran atas ketentuan teknis dalam membangun, peruntukan bangunan yang menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan .

b. Penetapan izin diberikan atas keterangan persyaratan yang tidak sebenarnya.

c. Bangunan Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya berdasarkan penelitian, yang dilakukan oleh Dinas terkait di Kota Cimahi.
(3) Surat pemberitahuan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan disampaikan secara tertulis kepada pemegang izin disertai alasan;

(4) Pemegang izin diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatan disertai alasan dalam jangka 7 (tujuh) hari dari tanggal surat pemberitahuan;

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dapat diterima, Walikota dapat membatalkan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan.

Demikian untuk dijadikan sebagai bahan lebih lanjut, cimahi tertanggal sekian mengetahui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, diatandatangani atas nama Ir. Cecep Surachman, M.Si.

Memecahkan Permasalahan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, sudah tersusun sesuai dengan PERDA 37 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan,perlu beberapa tahapan dalam proses perizinan dimana semua prosedur pelayanan perizinan dimaksudkan untuk tercapainya pelayanan yang prima dan efisien demi kelancaran dan kepuasan masyarakat Kota Cimahi.  

